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BUPATIKAUR 
PERATURANBUPATIKAUR 

NOMOR 08 TAHUN 2015 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT T1JHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 106 ayat (1) Peraturan 
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2015 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah 
Daerah menyusun Sistem Akun tansi Pemerintah Daerah 
yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintaban 
dan Pasal 106 ayat (3), Sistem Akuntansi Pemerintahan 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati mengacu kepada Peraturan 
Daerah teritang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
da_Jam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Sistem Akuntansi !Pemerintah Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahw1 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Ta)lun 1999 tentang 
Penyelenggaraan °Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

I 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang , . 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indone.sia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Rep.ublik Indonesia Nomor 
4266); 

4 . Unda ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia 
Nomor 4286); 

I~ 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
-Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Jndonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones_ia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomot 126, Tambahan Lembar-dll Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahu.n 2011 tentang 
Pembentukan Peratutan -Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti tJndang­
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang P.erubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerab (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lnq.onesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerirn.tah Norn.or 55 tabun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran l'fegara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

lo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Re.publik. Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah c;ijqbah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambah.an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

20. Pera:turan Pemerintah No.mor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Repu'blik lndones.ia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
4614); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
La.poran Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Lapora.n Pert.anggungjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

22. Petaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomo.r 82, Tambahan Lembaran Negara 
Re_publik Indonesia Nomor 4737); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendaliai:1 Totem Pemerintab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), beserta 
Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan 
Buletin Teknis (Bultek) Nomor 01 s.d. Nom◊r 14 yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahka.T\ dari SAP; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 52 J 9); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia 
Nomor 5272); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah 
beberapa kaJi diubah terakhir dengan Peraturan M¢ntcri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedonian Tekni.s Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusu nal"l Laporan 
Pertanggungjawaban Benda.hara serta Penyampaiannya; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 
Nomor 450) yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita N!eg$1'8. Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 540); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pemb.entukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansj Berbasis Akrual 
pada Pemeriritah Daerah; · 

~ 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun ·2 015 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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MEMUTUSKA.N : 

PERATURAN BUPATI TENT,AHG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur y~g 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kaur. · 

4 . Bupati adalah Bupati Kaur. 
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pcngukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

6. Standar Akuntansi Pemerlnt:a.han, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 
p1'insip-prinsip ak.untansi yang diterapkan de.lam menyusun dan 
menyajikan 1aporan keuangan pemerintah. 

7. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 
disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan 
untuk memberikan pe.doman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan 
Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual 
dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untulc penyusunan 
konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara n asional. 

8. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, 
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan di linglrungan otganisasi pemerintah 
Kabupaten Kaur . 

9 . Kebijakan Akuntansi Pt:merintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar­
dasar, konvensl-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang 
dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dalam penyusunan dan penyajian 
1aporan keuangan. 

10. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode 
perkiraan buku besar akuntansi yang terdirl dari k:umpulan akun nominal 
dan akun riil ·secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, 
buku besar, neraca laJur, neraca petcobaan, 9.an laporan keuangan. 

11 . Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerM. 

12. Basis Akmal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya. pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tan.pa 
memperha~ saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

14. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pendapatan, belanja dan pembia.-yaan berbasis kas serta mengak.ui aset, 
- - - . ekuitas dana berbasis akrual. 

1,$EKR!TARIAT OaERAR KASUFAHrrl\~UR 
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15. Pengakuan adalab proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LQ dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 
bersangkutan. 

16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

17. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara 
lengkap informasi yang dibutuhka:n oleh pengguna. 

\8. Laporan Realisasi Anggaran_yang $°elanjutnya disin~t LAA adatah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 

19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan infonnasi kenaikan dan 
penurunan SAL tahun pelaporan yangterdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, 
koreksi dllll SAL akhir . 

20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
enti.tas pelaporan mengenai aset , kewajiban dan ekuitas pada tanggal 
tertentu. 

21 . Laporan Operasional yang selanjumya disingkat LO adalah laponm yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang peny.ajiannya 
disandingkan dengan periode sebelutnnya. 

22. La.poran Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu _perlode akuntansi, dan saldo kas dan selara kas 
pada tanggal pelaporan. 

23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disi.ngkat LPE ad.alah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdirl dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. 

24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terind 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalab 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang 

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalab Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerab yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
llmum daerah. 

27. Entitas Aktmtansi adalah unit pemerintahan pengguna 
angga.ran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan. 

28. Entitas Pelaporan adaJah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntans.i atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
perta · awaban berupa laporan keuangan. 
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29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah utituk menampung seh.iruh 
peneriroaao daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo A_nggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersaogkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah. 

31. Be1anja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. 

32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeiuaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

33. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 
tidak perlu dibayar kembali . 

34. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbumya kewajiban. 

35. Pos Iuar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 
terjadi karena kejaq.ian atau transaksi yang bukan merupak.an operasi 
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar 
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

36. Aset adalah surn'oer day a ekonomi yang cfilruasai dan/ atau dimiliki oleh 
pemerintah f?ebagai a)tlbat dari perigtiwa masa Jalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, bail< 
oleh pemerintah maupun masya:rakat serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi rnasyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

37. Investasi adalah penggunaan aset untuk mernperoleb manfaat ekonomis 
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat Iainnya 
sehlngga dapat meningkatkan kemampuan pcmcrintah dalam rangka 
pelayanan kepa.da masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersib 
pemerintah yapg merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

38. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 

39. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. 

40. Koreksi adalah tindakan pembetulan seca.ra akuntansi agar akun/ pos yang 
tersajl dalam Japoran keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persecuaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkai.tan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada transaksi be:rjalan atau pada periode yang betjalan. 
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BABII 
S ISTEM AKUNTANSI PEMERJNTAH DAERAH 

Pasa1 2 

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri darl: 
a. Sistem Akuntansi SKPD; 
b. Sistem Akuntansi PPKD; dan 
c. Bagan AJcun Standar. 

Pa,sal 3 

(I) Sistem akuntansi SKPD scbagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a 
tnencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, 
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. 

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b 
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, be.lanja, transfer, pembiayaan, 
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan 
keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
pemerintah daerah. 

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peratunl.11 
Bupati ini. 

(4) Sistem akuntansi PPKD sebagairoana dimaksud pada ayat (2) tereantum 
dalani Lampiran 11 sebagai bagian yang -tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasd 4 

(1) BAS sebagaimana dimaksud daJam pasal 2 huruf c sebagai menjadi 
pcdoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup 
akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara 
lengkap. 

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai 
dengan level 5, meliputi: 
a. level l (satu) menunjukkan kode. akun; 
b , level 2 (dua) menunjukkan kode kclompok; 
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 
d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan 
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek. 

(3) Kode akun sebagairoana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. akun 1 (satu) menunjukkan aset; 
b . akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; 
c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; 
d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; 
e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; 
f. a:kun 6 (enam) menunjukkan transfer; 
g. akun 7 (tujuh) menunju kkan pembiayaan; 
h. alnm 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan 
i. akun 9 (sembilah) menunjukkan beban. 

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan 
transaksi pada buku jumal, pengklasifikasian pada buku besar dan 
pengikhtisa,an pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. 

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanfum dalrun Lampiran Ill 
...---~:r.a.tw~~~ati ini. 



• 

BABUI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pual 5 

(1) Ketentuan sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai 
Tahun 2015 . 

(2] Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada sistem 
akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah. 

BABIV 
KETENTUAN PEfflJTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatailnya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

SHi~nAR,!.O.l Cf~!1-Jt .. i.l Ktiii::J?•\TEN KAUR 
Gl,Gl~ N H!J KUM 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal Ir reMldrv· 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

NAMDAR MUNADI, S.Sos 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Biotuhan 
pada tanggal /~ ~tr1v' 2015 

' BUPATI KArUR/ 

:,;.---
/nRMENMALIK 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 .NOMOR : 3C/f; 
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